MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/PMK.02/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR -

136/PMK.02 /2020 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PEMBAYARAN, DAN

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

BAGI PELANGGAN GOLONGAN INDUSTRI, BISNIS, DAN SOSIAL DALAM

RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YAI‘(IG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penyediaan,
pembayaran, dan pertanggungjawaban bantuan
pembayaran tagihan listrik Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Perusahaan Listrik Negara bagi pelanggan
golongan industri, bisnis, dan sosial untuk
pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional,
telah ditefapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 136/PMK.02/2020 tentang Tata Cara
Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban
Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara bagi
Pelanggan Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial dalam
rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi

Nasional,
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b. bahwa untuk melanjutkan pemberian dukungan
kepada masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
136/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan
Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Perusahaan Listrik Negara bagi Pelanggan
Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial dalam rangka
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
136/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan
Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Perusahaan Listrik Negara bagi Pelanggan
Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial dalam rangka

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional,

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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https://jdih.kemenkeu.go.id/api/AppMediaCatalogs/Download/9d9e91bd-e9f0-4e8c-86f1-c6841cf834f3
https://jdih.kemenkeu.go.id/api/AppMediaCatalogs/Download/ff63731a-9417-4f4f-adcf-127f3fa434ce
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2020/2TAHUN2020UU.pdf

2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau  Stabilitas  Sistem = Keuangan  serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
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https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2020/23TAHUN2020PP.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/d48fce0e-6a39-4d33-8573-7949ffa1ca78/43TAHUN2020PP.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2013/45TAHUN2013PP.HTM
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2018/50TAHUN2018PP.pdf

Menetapkan :

6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2020

tentang Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan
Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran Tagihan
Listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan
Listrik Negara bagi Pelanggan Golongan Industri,
Bisnis, dan Sosial dalam rangka Pelaksanaan Program
Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1054);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
136/PMK.02/2020 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN,
PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
BAGI PELANGGAN GOLONGAN INDUSTRI, BISNIS, DAN
SOSIAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.
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https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2020/57TAHUN2020PERPRES.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2018/217~PMK.01~2018Per.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2019/229~PMK.01~2019Per.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/d67ea72b-0da6-403b-92a8-3b027340ae6a/136~PMK.02~2020Per.pdf

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
136/PMK.02/2020 tentang  Tata Cara Penyediaan,
Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran
Tagihan Listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan
Listrik Negara bagi Pelanggan Golongan Industri, Bisnis, dan
Sosial dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1054) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik yang
selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan yang
diberikan oleh  Pemerintah  berupa bantuan
pembayaran selisih kurang antara pemakaian riil
dengan rekening minimum dan pembebasan biaya
beban atau abonemen tagihan listrik untuk
pelanggan listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Perusahaan Listrik Negara (PT PLN (Persero))
golongan industri, bisnis, dan sosial.

2. Rekening Minimum adalah rekening minimal yang
dibayar oleh konsumen sebesar jam nyala minimum
yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral mengenai tarif tenaga
listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) atau
sebesar jam nyala minimum yang disepakati dalam
Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

3. Biaya beban atau abonemen adalah komponen biaya
dalam rekening listrik yang besarnya tetap dan
dihitung berdasarkan daya tersambung (daya

langganan).
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4. Tagihan Listrik adalah tagihan penggunaan daya
listrik yang dikeluarkan secara resmi oleh PT PLN
(Persero).

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya  disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahﬁnan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang
selanjutnya disebut BA 999.08 adalah subbagian
anggaran bendahara umum negara yang menampung
belanja Pemerintah Pusat untuk keperluan belanja
pegawai, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-
lain, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan
dalam bagian anggaran kementerian
negara/lembaga.

7. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah
unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang
berasal dari bagian anggaran bendahara umum
negara.

8. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat
pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik
di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan
kerja di Kementerian Negara/Lembaga yang
memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan
untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung
jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian
anggaran bendahara umum negara.

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan
kewenangan pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau
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tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara.

10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh pengguna
anggaran/kuasa  pengguna  anggaran  untuk
melakukan pengujian atas permintaan pembayaran
dan menerbitkan perintah pembayaran.

11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
memperoleh kuasa dari bendahara umum negara
untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa
bendahara umum negara.

12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara
Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang
disusun oleh kuasa pengguna anggaran bendahara
umum negara.

13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan
oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber
dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada
penerima hak/bendahara pengeluaran.

14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung vyang
selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran
tagihan kepada penerima hak/bendahara

pengeluaran.

Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat
yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 3

(1) Bantuan diberikan untuk jangka waktu 6 (enam)
bulan terhitung mulai tagihan listrik bulan Januari
sampai dengan bulan Juni 2021.

(2) Besaran Bantuan ditetapkan sebesar selisih kurang
antara pemakaian riil dengan Rekening Minimum dan
sebesar Biaya Beban atau abonemen, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Periode Januari sampai dengan Maret 2021
sebesar 100% (seratus persen); dan

b. Periode April sampai dengan Juni 2021 sebesar
50% (lima puluh persen).

(3) Jangka waktu Bantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan besaran Bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diperpanjang dan/atau diubah
sesuai dengan keputusan sidang kabinet/rapat
terbatas dan/atau hasil rapat koordinasi tingkat
Menteri dan/atau surat Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dana Bantuan dialokasikan pada BA 999.08
Pengelolaan Belanja Lainnya.

(2) Pengalokasian dana Bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan keputusan
sidang kabinet/rapat terbatas dan/atau hasil rapat
koordinasi tingkat Menteri dan/atau surat Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Berdasarkan alokasi dana Bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan

menyampaikan pemberitahuan alokasi dana Bantuan
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kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku pemimpin

PPA BUN BA 999.08.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 9 _

(1) PT PLN (Persero) memperhitungkan Bantuan sebagai
pengurang Tagihan Listrik bagi pelanggan dengan
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Dalam hal Bantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum diperhitungkan dalam Tagihan Listrik
karena periode penagihan sudah terlampaui,
Bantuan dimaksud diperhitungkan sebagai

pengurang Tagihan Listrik bulan berikutnya.
5. Pasal 15 dihapus.
6. Pasal 16 dihapus.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah serta ayat (3) dihapus,
sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17
(1) Pembayaran Bantuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 diperiksa oleh pemeriksa yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.

(3) Dihapus
Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 414

Salinan sesuai dengan aslinya

K‘ep’\étfaiBiro Umum

QSUGENG wARDOYO A
NIP 19650407 199010 1 001

www.jdih.kemenkeu.go.id





